
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Memiliki keluarga dan mewujudkan hak untuk memiliki anak merupakan 

tujuan dan harapan yang dapat dicapai. Kita memiliki kewajiban moral untuk 

memastikan bahwa anak-anak kita diberikan awal yang terbaik dalam hidup sebagai 

keturunan orang tua kita. Banyak anak lahir dengan cacat fisik dan mental. Istilah 

"anak berkebutuhan khusus" digunakan untuk menggambarkan anak-anak ini. Ketika 

seorang anak memiliki disabilitas, setiap keluarga memiliki cara yang unik dalam 

menanganinya. Dalam beberapa kasus, anak-anak dirawat dengan baik, sementara di 

lain waktu, mereka sepenuhnya dipercayakan kepada orang lain. Bahkan dalam 

skenario terburuk, anak itu masih di bawah kendali orang tuanya, tetapi dia 

dieksploitasi karena alasan keuangan.
1
 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang “Perlindungan Anak”, 

perubahan dari  Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 1: Ketentuan Umum, 

Bagian 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan sebagai berikut : 

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 

anak dan hak haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berfartisipasi 

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi.” 

 

Setiap anak dilahirkan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. 

Perlindungan hak anak dapat dilihat sebagai upaya untuk melindungi hak kebebasan 

dasar dan hak anak.
2
 Seorang anak yang meninggal dalam kandungan ibunya adalah 

                                                             
1
 Komala, V., “pemenuhan hak atas kesehatan anak penyandang disabilitas dalam perspektif hukum 

keluarga di Indonesia”, dalam  aktuali jurnal hukum, Vol 3 No.2, 2020. Di akses pada 5 November 2022 dalam 

web: https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/aktualita/article/view/ 

6509 

2
 Waluyadi, “Hukum Perlindungan Anak”, (Bandung: Mandar Maju 2009), 1. 

https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/aktualita/article/view/


pemegang hak asasi manusia sejak dia dikandung.
3
 Untuk mendapatkan ridho Allah 

SWT, kita harus selalu memperlakukan anak-anak kita dengan penuh hormat dan 

perhatian. Sebagaimana disebutkan dalam ayat 15 QS at-Taghabun: 

ُٓۥ أجَْرٌ عَظِيمٌ  ُ عِندهَ دكُُمْ فتِنْةٌَ ۚ وَٱللََّّ لكُُمْ وَأوَْلََٰ  إِنَّمَآ أمَْوََٰ

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-

amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik 

untuk menjadi harapan”.4 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata disabilitas diartikan sebagai 

keadaan (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental 

dan fisik seseorang.
5
 Namun disabilitas juga merupakan kata serapan bahasa Inggris 

“disability” yang berarti ketidakmampuan seseorang untuk melakukan berbagai hal 

dengan cara yang biasa. Tetapi dalam bahasa peraturan perundang-undangan untuk 

warga negara yang berkebutuhan khusus selalu menggunakan kata “disabilitas”. 

Disabilitas sebuah pendekatan guna mendapatkan istilah yang lebih netral dan tidak 

menyimpan potensi diskriminasi dan stigmatisasi.
6
 Menurut Undang-Undang No. 19 

Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas bahwa: 

“Penyandang disabilitas ialah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, 

intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam interaksi 

sosialnya menemui hambatan untuk berpartisipasi penuh dan efektif 

berdasarkan kesamaan hak.”
7
  

 

Istilah disabilitas yang saat ini diadopsi di dalam Konvensi Hak-Hak 

Penyandang Disabilitas (Convention on The Rights of Persons With 
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Disabilities/CRPD 2006) dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas (UU No. 8 

Tahun 2016) adalah istilah yang diterima secara nasional dan internasional.
8
 

Hak-hak penyandang disabilitas yang diatur dalam konvensi Hak-hak 

penyandang disabilitas terdiri dari 
9
: 1) bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang 

kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia: 2) bebas dari eksploitasi, 

kekerasan dan perlakuan semena-mena:3) berhak untuk mendapatkan penghormatan 

atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain: 4) 

berhak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka 

kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Hak-hak yang tercantum dalam instrument 

internasional  tersebut menjadi dasar bagi pemberian jaminan penghormatan, 

perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang harus diadopsi 

dalam peraturan nasional negara-negara yang meratifikasi, salah satunya Indonesia. 

Dalam Permen PPPA Nomor 4 tahun 2017, yang dimaksud dengan “anak 

berkebutuhan khusus” ialah anak yang mempunyai keterbatasan kemampuan yang 

lebih berat dibandingkan dengan anak lain seusianya. Penyandang disabilitas 

mengalami kesulitan mengakses layanan publik contohnya pendidikan, kesehatan 

serta pekerjaan. Hal ini karena dukungan bagi penyandang disabilitas tidak dapat 

diakses di lokasi layanan publik tersebut. Penyandang disabilitas dapat didefinisikan 

sebagai orang yang memiliki disabilitas, cedera, atau kehilangan fungsi organ..
10

 

Kecacatan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penyakit dan cedera. 
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Beberapa orang terlahir cacat fisik, sementara yang lain menderita kerusakan organ 

akibat kecelakaan atau bencana alam. Seperti yang diharapkan dari orang normal.
11

 

Penyandang disabilitas mempunyai hak sama dengan orang lainnya, tetapi hal 

ini tidak berlaku untuk anak penyandang disabilitas. Dengan cara-cara berikut, ini 

dapat dibuktikan kebenarannya: 
12

 

a. Kekerasan, diskriminasi, serta eksploitasi terhadap anak-anak penyandang 

disabilitas sudah menjadi hal yang lumrah. 

b. Banyak anak penyandang disabilitas masih memiliki kebutuhan yang belum 

terpenuhi di bidang kesehatan, agama, pendidikan, kesejahteraan sosial, 

rehabilitasi penanggulangan bencana, serta rehabilitasi daerah bencana, pelatihan, 

identifikasi anak, serta pendampingan. 

Hak fundamental bagi semua anak, termasuk penyandang disabilitas, adalah 

kesempatan untuk pertumbuhan dan perkembangan pribadi yang bebas dari ketakutan akan 

pelecehan atau diskriminasi. Oleh karena itu, Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2017 diperlukan 

untuk memastikan bahwa perempuan dan anak diberikan hak yang sama dan perlindungan 

yang sepantasnya.
13

 Dalam hal ini tinjauannya menurut Islam adalah sebagaimana firman 

Allah SWT didalam Surah An-Nur ayat 61 yang berbunyi: 
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 Artinya : “Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) 

bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu atau di 

rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah 

saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah 

saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di 

rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya atau (di 

rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-

sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah hendaklah kamu memberi salam (kepada 

penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah 

dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) bagimu, agar kamu 

mengerti”.
14

 

Pada bagian ini, kesetaraan penyandang disabilitas dan tanpa disabilitas ditekankan 

dengan jelas, Agar mereka diperlakukan secara adil dalam situasi sosial, mereka harus 

diperlakukan sama, jujur, dan tanpa prasangka.
15

 Pandangan Islam di atas menekankan 

semangat partisipasi dalam Islam bagi penyandang disabilitas. Permen PPPA Nomor 4 Tahun 

2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas ini mencabut 

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 

Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus.
16

  

Berdasarkan data yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Provinsi Sumatera Selatan bahwa masih terdapat anak penyandang disabilitas yang 

masih belum memenuhi perlindungan khusus. Ini membuktikan bahwa masih minim sekali 

laporan yang masuk ke dinas tersebut. Dari data di atas dapat dilihat bahwasanya masih ada 

kekerasan seksual pada penyandang disabilitas yang seharusnya tidak terjadi, maka dari itu 

pemerintah harus bisa menyelesaikan perkara ini agar tidak terjadi lagi dan hukum bisa 

berlaku adil bagi penyandang disabilitas maupun non disabilitas. 
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Hal inilah yang memotivasi penulis untuk membahas permasalahan dalam skripsi 

yang berjudul, Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas Di Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. 

B. Rumusan Masalah 

Dari beberapa permasalahan yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan sebagai berikut 

: 

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian perlindungan khusus bagi anak penyandang 

disabilitas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi 

Sumatera Selatan ?  

2. Apa faktor yang mempengaruhi peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam memberikan perlindungan 

khusus bagi anak penyandang disabilitas? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian perlindungan khusus bagi anak 

penyandang disabilitas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Provinsi Sumatera Selatan ?  

2. Untuk memahami faktor yang mempengaruhi peran Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan terhadap 

perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas? 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis, di harapkan dari peneliti ini adalah agar dapat memberikan 

sumbangan pemikiran ilmiah di bidang keilmuan yang di harapkan berguna bagi 

Kampus Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan berguna bagi para 

akademisi dalam pengembangan wawasan keilmuan bagi perkembangan ilmu 



hukum yang berkaitan dengan fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan 

sosial kemasyarakatan tentang anak penyandang disabilitas.  

2. Secara Praktis,  

a. Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada 

kalangan akademisi, masyarakat dan dinas terkait khususnya dinas 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi sumatera selatan 

terkait anak penyandang disabilitas.  

b. Penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan keilmuan, khususnya 

bagi penulis, dan para pembaca pada umumnya yang dapat digunakan sebagai 

pedoman ataupun bahan masukan dalam penelitian sejenis yang berkaitan 

dengan anak penyandang disabilitas. 

c. Untuk memberikan sumbangsi kepada dinas pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak provinsi sumatera selatan dalam upaya meningkatkan 

perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas. 

E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini mengacu pada hasil penelitian terdahulu, karena itu penulis 

menguraikan kajian pustaka menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang di 

lakukan.
17

 Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi di dinas 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi sumatera selatan dengan 

objek kajian tentang implementasi Permen PPPA No 4 tahun 2017 tentang 

perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas (studi kasus dinas 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi sumatera selatan 

Palembang) Untuk itu, selain hasil survei dan data yang diperoleh juga berdasarkan 

                                                             
17

  Ning Herlina, “Ragam Teori Dalam Metode Penelitian Hukum”, (Palembang: 2018) ,46. 

 



pada kajian-kajian serta penelitian yang telah dilakukan sebelumya. Dalam telaah 

pustaka ini penulis menelaah beberapa penelitian yang berkaitan dengan perlindungan 

bagi anak penyandang disabilitas.  

Pertama, skripsi dengan judul penelitian “Hak Anak Disabilitas Di Indonesia 

(Analisis Terhadap UU No.8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas Dan Hukum Islam)” 

oleh Husnil Khuluqi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2017. Dalam 

penelitiannya penulis melihat dan mendalami tentang tanggapan pemerintah tentang 

anak disabilitas, serta pembentukan UU No.8 Tahun 2016 serta relevansinya dengan 

Hukum Islam. Perbedaan penelitian ini dengan apa yang akan diteliti penyusun adalah 

pada penelitian ini analisisnya mengarah pada  faktor yang mempengaruhi kebijakan 

instansi terhadap perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas.
18

 

Kedua. skripsi yang berjudul “Analisa Hukum Islam dan UU No. 23 tahun 

2002 Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi dan Pengasuhan Anak Penyandang Cacat 

(Studi Kasus Panti Asuhan Tunanetra Aisyiyah Ponorogo)” Oleh Joni Firmansyah 

IAIN Ponorogo, tahun 2017. Dalam penelitiannya penulis melihat dan mendalami 

tentang rehabilitasi serta bentuk penyamaan hak bagi penyandang cacat.
19

. Perbedaan 

penelitian ini dengan apa yang akan diteliti penyusun adalah pada penelitian ini 

analisisnya mengarah pada pelaksanaan pemberian perlindungan khusus bagi anak 

penyandang disabilitas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Provinsi Sumatera Selatan. 
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Ketiga, skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Anak Disabilitas Di 

Tangerang Selatan” oleh Dinda Farah Fauziyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 

tahun 2018. Dalam Penelitiannya lebih cenderung kepada perlindungan anak 

disabilitas dalam hukum positif dan hukum islam.
20

 Perbedaan penelitian ini dengan 

apa yang akan diteliti penyusun adalah pada penelitian ini analisisnya mengarah pada 

faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian perlindungan khusus bagi anak 

penyandang disabilitas serta bagaimana pelaksanaannya di Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang 

akan digunakan untuk keperluan penelitian. Dalam hal ini meliputi teknik pencarian, 

pengumpulan dan analisis, serta mengolah data tersebut.
21

 

1. Jenis penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field 

research) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang 

lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, yang bersifat yuridis empiris.
22

 

Penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai 

perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, 

yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian 

Empiris tidak bertolak belakang dari hukum positif tertulis (perundang-undangan) 

sebagai data sekunder, tetapi dari perilakunyata sebagai data primer yang 
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diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (field researh).
23

  Sedangkan pendekatan 

yang digunakan menurut jenis datanya, penelitian ini bersifat kualitatif. Alasan 

menggunakan metode ini adalah peneliti harus terjun ke lokasi, melakukan 

wawancara dengan pejabat yang bertanggung jawab dalam perlindungan khusus 

bagi anak penyandang disabilitas.  

2. Lokasi Penelitian 

Tempat yang menjadi sasaran penelitian ini mengambil lokasi di dinas 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi sumatera selatan di Jl. 

Ade Irma Nasution No.1254, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, 

Sumatera Selatan 30121. 

3. Jenis data dan Sumber data 

a. Jenis Data 

Menurut Muri Yusuf, jenis data dibagi menjadi dua yaitu kualitatif dan data 

kuantitatif.
24

 Jenis data yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif yang bahannya didapat dari hasil 

penelitian lapangan (Field Research). Adapun Data kualitatif diungkapkan 

dengan hasil wawancara berupa kalimat dan uraian, bisa juga berupa berita.
25

  

b. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu ada 3 sumber data primer, 

sekunder dan tersier : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang peroleh langsung dari sumbernya, baik 

melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen 
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tidak resmi kemudian diolah oleh peneliti.
26

 Dalam penelitian ini akan 

mengumpulkan data yang diperoleh dari wawancara peneliti dengan 

narasumber atau kepada pihak-pihak yang bersangkutan khususnya 

pejabat yang bertanggung jawab dalam perlindungan khusus bagi anak 

penyandang disabilitas di dinas pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak provinsi sumatera selatan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder meliputi 3 bahan hukum: bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu sebagai berikut : 

a. Bahan hukum primer  

Dalam hal ini, Sumber data primer penelitian ini diperoleh dari 

Al-qur’an, hadist dan kitab–kitab fiqh, Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2011 Tentang pengesahan Convention on the Right of Persons 

with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang 

Disabilitas), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang 

Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 Tentang 

Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas. 

b. Bahan hukum sekunder  

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-

bahan pustaka, dokumen resmi, buku-buku hukum, buku umum, jurnal 

ilmiah, dan lain sebagainya.
27

 Sumber data sekunder penelitian ini 
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diperoleh dari buku-buku literatur, artikel-artikel, maupun jurnal-jurnal 

yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan 

pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan 

tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
28

 Sumber 

data sekunder penelitian ini diperoleh dari Kamus Hukum, Kamus 

Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia. 

4. Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan sekelompok orang-orang yang memenuhi syarat-syarat 

tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.
29

 Semua individu yang 

diperoleh dari sampel yang hendak di generalisasikan, yang menjadi populasi 

dalam penelitian ini ialah pejabat  dan seluruh pegawai di Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan yang berjumlah 41 

orang  yang dianggap mewakili populasinya.  

Sedangkan Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili seluruh 

karakteristik dari populasi dan kemudian diteliti, dalam hal menentukan anggota 

sampel peneliti menggunakan jenis purposive sampling, yaitu penelitian yang 

dilakukan terhadap pejabat yang bertanggung jawab dalam perlindungan khusus 

bagi anak penyandang disabilitas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan untuk di wawancarai sebanyak 6 

orang, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek yang diteliti.
30
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian kualitatif, metode pengumpulan data terdiri dari beberapa 

macam, yakni observasi, wawancara, dan pustaka. 

a. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyakan dan yang terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
31

 Pengumpulan yang berasal 

langsung dari informan penelitian di lapangan (lokasi) dengan pedoman 

pertanyaan, daftar pertanyaan yang terstruktur (guide interview).  

b. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data–data yang di perlukan 

dalam permasalahan penelitian lalu di telaah secara mendalam sehingga 

dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu 

kejadian. Pengumpulan data dengan mengumpulkan berbagai dokumen 

terkait masalah penelitian
32

, baik itu buku, jurnal maupun undang-undang. 

Penulis juga mengumpulkan berupa foto yang berkaitan saat melakukan 

wawancara. 

6. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deksriptif kualitatif 

yaitu mengelola data yang dilaporkan dan yang telah diperoleh selama penelitian 

dengan cermat dan teliti serta memberikan interpretasi terhadap data itu kedalam 
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suatu kebulatan yang utuh dengan menggunakan kata-kata sehingga dapat 

menggambarkan objek penelitian ini.
33

 

Adapun tahapan–tahapan dalam pengolahan data di lakukan sebagai berikut:
34

 

a) Reduksi, yang berarti merangkum dan memilih hal-hal yang berkaitan 

dengan pokok permasalahan yang di teliti oleh peneliti, memfokuskan 

pada hal yang penting, di cari tema dan pola yang berkaitan dengan 

perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas di Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera 

Selatan. 

b) Penyajian data, dilakukan setelah data di reduksi. Penyajian data bisa 

dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori dan sejenisnya. Analisis data, proses yang mana peneliti 

mengolah data dengan cara menyederhanakan kedalam bentuk yang 

mudah di baca dan di interpretasikan. 

c) Kesimpulan, penulis selanjutnya menjelaskan dan menentukan poin–

poin permasalahan yang terkait tentang perlindungan khusus bagi anak 

penyandang disabilitas Sehingga menghasilkan gambaran yang jelas 

dan ringkas dalam menjawab pertanyaan–pertanyaan yang ada di fokus 

penelitian. 

G. Sistematika Pembahasan 

Penulisian dan pembahasan skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan yang di 

tulis oleh peneliti sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN: Bab ini berisi mengenai menyusun permasalahan tersebut 

yang penulis anggap penting dan menarik dimulai dari latar belakang permasalahan, 
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rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode 

penelitian serta sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN UMUM: Pada bab ini berisi landasan teori yang menjelaskan 

pengertian anak penyandang disabilitas, faktor yang mempengaruhi peran Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan 

terhadap perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas , serta peran Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan 

terhadap perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas. 

BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN: Bab ini menjelaskan mengenai 

deskripsi lokasi penelitian yakni sejarah berdiri nya Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan,Latar belakang Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dan 

menjelaskan struktur-struktur organisasi yang ada di dalam Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. 

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS: Dalam Bab ini membahas pembahasan 

serta analisis yang di tulis oleh peneliti secara mendalam, yang bertujuan untuk 

mencari jawaban dari rumusan masalah yang ada pada bab satu. 

BAB V PENUTUP‘: Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan serta saran berdasarkan 

hasil penelitian.  

 


